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ABSTRAK 

KORELASI MODAL SOSIAL MASYARAKAT DENGAN MANFAAT 

EKONOMI DAN EKOLOGI HUTAN LINDUNG DI KPH BATUTEGI 

Oleh 

LUSIANA TURSINA SILABAN 

Modal sosial merupakan hal penting dalam upaya pelestarian sumber daya alam. 

Modal sosial berfungsi sebagai perekat sosial yang memungkinkan masyarakat 

untuk bekerja sama secara efektif dalam mengelola dan melindungi sumber daya 

alam yang mereka miliki. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis korelasi modal sosial masyarakat dengan manfaat ekonomi dan 

manfaat ekologi serta kelestarian hutan lindung. Penelitian dilakukan pada bulan 

September tahun 2023, dengan responden sebanyak 54 orang. Pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara dengan alat bantu berupa kuesioner. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa modal sosial berhubungan erat dengan kegiatan 

pelestarian hutan. Modal sosial yang kuat dalam masyarakat memiliki peran 

penting dalam mendukung upaya pelestarian hutan. Berdasarkan hasil perhitungan 

terhadap ketiga unsur modal sosial yang diuji, nilai modal sosial gapoktan Sinar 

Harapan dan Tresno Wana Jaya masuk dalam kategori tinggi. Modal sosial yang 

terdapat pada kedua gapoktan adalah kebersamaan dalam pengelolaan sumber 

daya alam yang mendukung kehidupan masyarakat. 

Kata kunci: modal sosial, kepercayaan, jaringan sosial, norma, hutan lindung 



ABSTRACT 

CORRELATION OF COMMUNITY SOCIAL CAPITAL WITH THE 

ECONOMIC AND ECOLOGICAL BENEFITS OF PROTECTED FORESTS 

IN KPH BATUTEGI 

By 

LUSIANA TURSINA SILABAN 

Social capital is important in efforts to preserve natural resources. Social capital 

functions as a social glue that allows communities to work together effectively in 

managing and protecting the natural resources they have. This research aims to 

describe and analyze the correlation of community social capital with economic 

and ecological benefits and the sustainability of protected forests. The research 

was conducted in September 2023, with 54 respondents. Data collection was 

carried out through interviews with tools in the form of questionnaires. The 

research results state that social capital is closely related to forest conservation 

activities. Strong social capital in society has an important role in supporting 

forest conservation efforts. Based on the calculation results of the three elements 

of social capital tested, the social capital values of Gapoktan Sinar Harapan and 

Tresno Wana Jaya are in the high category. The social capital found in both 

gapoktans is togetherness in managing natural resources that support community 

life. 

Keywords: social capital, trust, social networks, norms, protected forests 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1.   Latar Belakang 

 Kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan yang fungsi pokoknya 

adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan guna mencegah banjir, 

mengendalikan erosi, mengatur tata air, mencegah intrusi air laut dan memelihara 

kesuburan tanah. Di Indonesia, hutan lindung berperan penting dalam menjaga 

keanekaragaman dunia dan ekosistemnya (Senoaji, 2019). Guna menciptakan 

pengelolaan hutan yang lestari dan berkesinambungan, pemerintah telah 

menginstruksikan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang 

berperan sebagai kesatuan terkecil dalam pengurusan hutan di tingkat tapak 

melalui proses perencanaan hutan yang dapat mendemonstrasikan tujuan 

ekonomi, ekologi, dan sosial yang dapat dicapai serta pengelolaan yang 

menggambarkan rencana aksi dalam efektifitas pengelolaan kawasan hutan 

(Rohana, 2016). 

 Salah satu unit pengelola hutan yang berada di Provinsi Lampung yaitu 

KPH Batutegi yang terletak di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung 

(Wulandari, 2021). Hutan ini memiliki luas areal kerja 58.162 hektar, wilayah 

KPH ini terbagi menjadi 3 register: Register 32 Bukit Rindingan, Register 32 Way 

Waya, dan sebagian Register 39 Kota Agung serta berada di 4 wilayah kabupaten, 

yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung 

Barat, dan Kabupaten Tanggamus. Organisasi KPH Model Batutegi yang 

merupakan UPTD berafiliasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 

(Wulandari, 2021).  

 Masyarakat Indonesia secara umum mempunyai ketergantungan yang tinggi 

dalam menggunakan sumber daya hutan, termasuk dari hutan lindung (Kristin, 

2018). Contoh ketergantungan masyarakat dalam memanfaatkan hutan lindung 
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yang lestari pada sumber daya hutan, yaitu masyarakat memanfaatkan hutan untuk 

kebutuhan pokok seperti keperluan sandang, pangan, papan, dan pengembangan 

wisata jangka panjang (Lestari, 2014).   

 Modal utama dalam mendukung kelestarian hutan lindung yaitu modal, 

sumber daya alam (hutan), modal manusia, modal fisik dan modal pembiayaan. 

Modal sosial akan dapat mendorong keempat modal lainnya semakin optimal 

(Fauziah, 2017). Kondisi hutan yang baik dan lestari didukung dan dipengaruhi 

oleh modal sosial masyarakat sekitar hutan yang kuat. Modal sosial berdampak 

besar bagi kehidupan masyarakat, salah satunya menjadikan masyarakat mampu 

menjalankan suatu program pengelolaan hutan (Apriandana, 2021). Modal sosial 

berpengaruh terhadap tingkat partisipasi kelompok masyarakat dalam pemulihan 

suatu ekosistem dan sumber daya alam (Sirait, 2023). 

 Modal sosial didefinisikan sebagai seperangkat hubungan intens yang 

dilakukan orang-orang: saling mengerti, kepercayaan, nilai kesamaan dan perilaku 

yang menyatukan komunitas satu dengan komunitas lainnya yang memungkinkan 

timbulnya kerja sama. Sejak tahun 1990-an istilah modal sosial semakin dikenal 

dalam tulisan yang dikeluarkan pada tahun 1993 oleh Putnam dan pada tahun 

1995 dan 2000 dikeluarkan kembali oleh Francis Fukuyama (Ekawati, 2015).  

 Modal sosial berpengaruh positif ketika sekelompok masyarakat bekerja 

sama sesuai dengan norma sosial yang telah disepakati (Harsono, 2014). 

Faizurrahman (2023) menyatakan bahwa modal sosial merupakan bagian dari 

lembaga sosial, seperti jaringan, kepercayaan, dan norma, yang dapat 

mengefisiensikan masyarakat dengan memberikan fasilitas seperti perilaku yang 

terkoordinasi: bentuk modal sosial lainnya, seperti modal sosial yang bersifat 

produktif yang memungkinkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerja sama 

di berbagai kelompok organisasi. Micho (2015) mengemukakan 4 aspek utama 

modal sosial, yaitu a) adanya pertukaran (reciprocity and ex-change); b) 

keterikatan (connected-nessi), jaringan (networks) dan kelompok (groups); c) 

hubungan kepercayaan (relations of trust); dan d) aturan umum (common rules).   

 Penelitian terkait modal sosial telah banyak dilakukan namun, penelitian 

terkait hubungan modal sosial masyarakat dengan pemanfaatan ekonomi maupun 

ekologinya guna mendukung kelestarian hutan lindung belum banyak dilakukan. 
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Menurut Sirait (2023), modal sosial masyarakat penting dalam mendukung 

kelestarian hutan lindung, karena modal sosial masyarakat berperan dalam 

pengelolaan dan pelestarian suatu ekosistem. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Puspita (2019), penguatan modal sosial dalam masyarakat dapat 

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan 

sosial dan memiliki pengaruh pada kelestarian sumber daya hutan, yaitu salah 

satunya adalah hutan. Maka dari itu, penelitian terkait modal sosial ini dilakukan 

untuk mengetahui hubungan modal sosial masyarakat dengan manfaat ekonomi 

dan ekologi khususnya dalam mendukung kelestarian hutan lindung di KPH 

Batutegi.   

 

 

1.2.   Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan korelasi modal sosial masyarakat dengan kelestarian 

hutan lindung. 

2. Menganalisis hubungan antara modal sosial, manfaat ekonomi dan 

ekologis dengan kelestarian hutan. 

 

 

1.3..  Kerangka Pemikiran 

 Modal sosial masyarakat terdiri atas tiga unsur utama, yaitu kepercayaan 

(trust), norma (norm), serta jaringan sosial (social network). Modal utama 

terbentuknya kelompok tani adalah adanya kepercayaan antar kelompok tani yang 

ditunjang oleh keberadaan jaringan penunjangnya baik dari unsur pemerintah 

maupun lembaga-lembaga non pemerintah. Keseluruhan pihak yang terlibat ini 

akhirnya saling mendapatkan manfaat. Kepercayaan, jaringan dan saling memberi 

manfaat ini lazim disebut sebagai modal sosial. 

 Kawasan KPH Model Batutegi mempunyai peran penting bagi masyarakat 

sekitar. Dengan luas areal 58.162 hektar yang seluruhnya adalah hutan lindung, 

dimana pada kawasan ini terdapat salah satu daerah aliran sungai (DAS) prioritas 

di Provinsi Lampung yang berperan menjadi daerah tangkapan air (catchment 

area) bendungan Batutegi dan mengaliri air sungai besar, yaitu Way Sekampung. 
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Mayoritas penduduk sekitar ketergantungan terhadap areal hutan dan 

menjadikannya sumber pencaharian, meskipun mereka sudah mempunyai 

pemahaman yang cukup baik mengenai areal hutan, namun mereka belum 

menerapkan teknik budidaya yang sesuai (RPHJP, 2023). Dukungan masyarakat 

dalam kelestarian hutan lindung dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu 

kepercayaan, jaringan sosial, dan norma. Dalam mewujudkan kepentingan 

bersama akan timbul rasa saling percaya. Kepercayaan berkaitan dengan norma 

sosial yang mana memungkinkan masyarakat dalam memecahkan masalah secara 

bersama dan lebih mudah. Kepercayaan juga berkaitan dengan jaringan sosial 

untuk menciptakan jaringan kerja guna memudahkan dalam mendapatkan 

informasi. Ketiga modal sosial tersebut tentunya akan mempengaruhi seseorang 

dalam bertindak. Berdasarkan penjelasan diatas maka kerangka penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Kerangka pemikiran 

 

Hutan Lindung KPH Batutegi 

Modal Sosial Masyarakat sekitar Hutan KPH 

Batutegi 

Korelasi Modal Sosial Masyarakat dengan 

Kelestarian Hutan Lindung 

Kepercayaan  Norma Jaringan Sosial  

Kelestarian Hutan Lindung 

Manfaat Ekonomi Manfaat Ekologis 

Rendah  Sedang Tinggi  



6 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

2.1.1. KPH Batutegi 

 Kesautan Pengelolaan Hutan (KPH) Batutegi adalah salah satu areal hutan 

lindung yang dimiliki Provinsi Lampung dan oleh penduduk sekitar dimanfaatkan 

untuk mencari nafkah (Ajijah, 2022). Akibat perambahan yang dilakukan oleh 

masyarakat sekitar, hutan lindung ini sering mengalami kerusakan (Saputri, 2022). 

KPH Batutegi memiliki luas kawasan ±58.174 hektar dimana 95% arealnya 

dialihfungsikan menjadi lahan pertanian, lahan kering/semak belukar/kebun 

campuran (Julijanti, 2015). 

 Akses jalan menuju kawasan KPH Batutegi hanya dapat dilalui kendaraan 

bermotor saja dimana aksesnya terdiri dari jalan setapak dan jalan tanah. Pada 

peta aksesibilitas ditunjukkan bahwa hanya 5% saja akses yang terbuka. Terdapat 

beberapa tempat yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor tanpa dibantu 

alat, seperti jalan ke areal lindung di hulunya Way Sekampung dan puncak Bukit 

Rindingan karena sulit dijangkau akibat lokasinya yang terjal (RPHJP, 2023).  
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Gambar 2. Peta identifikasi kelas aksesibilitas 

 

 Tidak terdapat penduduk adat asli di dalam atau di sekitar kawasan KPH 

Batutegi. Walaupun belum dilakukan inventarisasi secara mendalam, setidaknya 

terdapat 4 suku yang dominan, yaitu Sunda, Lampung, Jawa, dan Semendo secara 

keseluruhan. Empat suku tersebut saling bekerja sama dan saling bertoleransi 

dengan baik, yang memungkinkan mereka untuk hidup bersama tanpa adanya 

konflik (Sari, 2022).  

 

 

2.2. Hutan 

 Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak terbatas dan mempunyai 

manfaat yang sangat besar terhadap kehidupan mahluk hidup (Melaponty, 2019). 

Hutan merupakan kesatuan ekosistem yang terdiri dari berbagai komponen 

sumber daya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan 

satu dengan yang lainnya. Berbagai macam komponen yang saling terkait dalam 

hutan menjadikan hutan sebagai objek yang kompleks dan tidak mudah untuk 

dikelola (Herianto, 2017). 

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forest 

(Inggris). Forest merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat 

dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan seperti pariwisata. Di dalam 

hukum Inggris Kuno, forest (hutan) adalah daerah tertentu yang tanahnya 
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ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Di 

samping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat peristirahatan dan 

tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya. Menurut Dengler 

yang diartikan dengan hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada 

lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan 

sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh 

tumbuhan-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat  yang cukup 

luas dan rapat (horizontal dan vertikal) (Aryana, 2021). 

 Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan 

adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk 

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal ini bertujuan untuk 

melindungi dan melestarikan ekosistem hutan serta sumber daya alam yang ada di 

dalamnya, guna menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan fungsi 

hutan. 

 Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki luasan hutan hujan 

tropis paling luas di dunia serta negara nomor tiga setelah Brazil dan Afrika 

(Aprianto, 2016). Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi. 

Keanekaragaman hayati yang tinggi tersebut dapat memberikan manfaat 

serbaguna dan mempunyai manfaat yang vital dan strategis, sebagai modal dasar 

pembangunan nasional serta merupakan paru-paru dunia yang mutlak dibutuhkan 

baik pada masa kini maupun masa yang akan datang (Sabara, 2024). Biodiversitas 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan banyak kebutuhan yang 

dapat diperoleh dari hutan seperti pangan, sandang, obat-obatan, penyedia 

oksigen, dan penyerap karbon dioksida (Salatalohy, 2022). 

 

 

2.3. Hutan Lindung  

 Hutan lindung memang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga 

keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Hutan lindung terletak di 

daerah dengan curah hujan tinggi dan memiliki struktur tanah serta kondisi 

geomorfologi yang mendukung penyerapan air hujan secara optimal. Ini membuat 
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hutan lindung menjadi kawasan yang krusial dalam menjaga ketersediaan air 

tanah dan mencegah kekeringan. Hutan lindung berfungsi sebagai pelindung 

sumber-sumber air, termasuk sungai, danau, dan waduk. Dengan menahan air 

hujan dan mengurangi limpasan permukaan, hutan lindung membantu menjaga 

kualitas dan kuantitas air yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan 

ekosistem (Haryani, 2019). 

 Hastuti (2021) menyebutkan bahwa tata hutan dan penyusunan rencana 

pengelolaan hutan di seluruh kawasan hutan merupakan kewenangan pemerintah 

dan pemerintah daerah. Tata hutan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan 

pada setiap Kesatuan Pengelolaan Hutan di semua kawasan hutan serta pada areal 

tertentu dalam kawasan hutan.  

 Hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi 

pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara 

kesuburan tanah (Winarni, 2016). Mulu (2023) menyebutkan enam kriteria hutan 

lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 persen atau 

lebih, mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 meter atau lebih, 

kawasan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah 

masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai skor 

175 atau lebih, kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi 

dengan lereng lapangan lebih dari 15 persen, kawasan yang merupakan daerah 

resapan air, dan kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai. Dari 

kriteria tersebut dapat dimengerti mengapa hutan ini diperuntukan terutama untuk 

fungsi perlindungan ekosistem, bukan untuk produksi kayu atau perolehan 

pendapatan dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat (Mirza, 2021). 

 Mimy (2023) menyebutkan bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada 

pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan 

bukan kayu (HHBK). Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat berupa 

budidaya tanaman obat, perlebahan, penangkaran. Pemanfaatan jasa lingkungan 

merupakan bentuk usaha yang memanfaatkan potensi hutan lindung dengan tidak 

merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olah raga tantangan, pemanfaatan 

air, dan perdagangan karbon. Bentuk-bentuk pemanfaatan ini ditujukan untuk 
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meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan dan kesadaran 

masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan kelestarian hutan lindung. 

 

 

2.4. Kesatuan Pengelolaan Hutan 

 Dalam peraturan perundangan, perencanaan kehutanan mencakup beberapa 

aspek utama, yaitu: 1) Inventarisasi Hutan: Proses mengumpulkan data dan 

informasi mengenai sumber daya hutan; 2) Pengukuhan Kawasan Hutan: 

Penetapan dan pengesahan batas kawasan hutan; 3) Penatagunaan Kawasan 

Hutan; Pengaturan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara optimal 

dan lestari; 4) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan: Penentuan wilayah-

wilayah yang akan dikelola berdasarkan fungsi dan potensi hutan; dan 5) 

Perencanaan Hutan: Pengembangan rencana pengelolaan hutan yang mencakup 

jangka pendek, menengah, dan panjang (Pramesti, 2023). 

Menurut Suwandi (2021), salah satu aspek terpenting dalam proses 

pemantapan kawasan hutan adalah terbentuknya wilayah pengelolaan hutan dan 

institusi pengelolanya. Institusi ini berperan sebagai organisasi tingkat tapak 

(teritory) yang dikenal dengan nama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Elva, 

2017). Salah satu fungsi yang dimiliki KPH yaitu, untuk mengelola kawasan 

hutan secara efisien dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan 

hutan yang baik. Hal tersebut menjadikan KPH sebagai elemen kunci dalam 

memastikan keberhasilan pengelolaan hutan, yang mencakup berbagai aspek dari 

perencanaan, pengawasan, hingga pelaksanaan program-program kehutanan di 

lapangan. 

 Sebagai wilayah pengelolaan hutan, KPH diharapkan dapat dikelola secara 

lestari dan efektif sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya. Pembangunan 

KPH diyakini sebagai salah satu cara untuk memperbaiki tata kelola hutan di 

Indonesia. Kelembagaan KPH diharapkan memiliki kapasitas untuk melaksanakan 

tugas-tugas yang berkaitan dengan kepentingan umum (publik) di bidang 

kehutanan, serta pada saat yang bersamaan juga menjalankan fungsi-fungsi yang 

bersifat privat atau komersial (bisnis) (Ekawati, 2018). 

 Tujuan dibangunnya KPH yaitu untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang 

lestari serta memenuhi kebutuhan akan keperluan organisasi pengelolaan hutan di 
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tingkat tapak (Maryudi, 2016). Pengelolaan hutan oleh KPH akan selalu 

menghadapi tantangan dari waktu ke waktu. Sehingga, aspek pengelolaan baik 

perencanaan, penataan, kepemimpinan dan pengendalian sangat penting dalam 

menentukan arah pengelolaan unit usaha KPH (Yeny et al., 2014).  

 Sejak kebijakan pemerintah ditetapkan, barulah pembentukan KPH dimulai. 

Tetapi, secara jelas pembentukan KPH dicurahkan pada UU No. 41 tahun 1999 

tentang Kehutanan, lalu diperkuat dengan PP No. 44 tahun 2004 tentang 

Perencanaan Kehutanan, kemudian PP No. 6 tahun 2007 dan berubah menjadi PP 

No. 3 tahun 2008 mengenai Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 

Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Pembentukan KPH didasari oleh kebijakan untuk 

menciptakan sebuah wadah yang memungkinkan aktivitas pengelolaan hutan 

dilaksanakan secara efisien dan sekaligus menjaga kelestariannya (Maryudi, 

2016). 

 Pembentukan wilayah pengelolaan menjadi suatu kesatuan pengelolaan 

hutan terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi 

(KPHK). Fungsi pokok yang dimiliki KPHK yaitu terdiri dari satu atau kombinasi 

dari Hutan Cagar Alam, Hutan Suaka Margasatwa, Hutan Taman Nasional, Hutan 

Taman Wisata Alam, Hutan Taman Hutan Raya, dan Hutan Taman Buru. 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung merupakan kesatuan pengelolaan yang 

fungsi pokoknya merupakan hutan lindung. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 

merupakan kesatuan pengelolaan yang fungsi pokoknya merupakan hutan 

produksi (Fazryas, 2018). 

 Pengelolaan KPH memerlukan dukungan dari pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Kabupaten, pemegang IUPHHK-HA, lembaga pendukung (seperti 

LSM, Perguruan Tinggi, dan lembaga keuangan), serta masyarakat setempat. Oleh 

karena itu, diperlukan kelembagaan pengelola KPH yang kuat termasuk dukungan 

SDM untuk dapat memfasilitasi para pihak mengelola KPH. Sebagai suatu unit 

pengelolaan hutan lestari, maka KPH perlu ditata menjadi unit-unit usaha sesuai 

fungsi kawasan hutan dan potensi setiap tapak. Unit-unit usaha KPH harus 

didukung oleh batas-batas unit usaha yang jelas dan diakui oleh semua pihak, 

tersedianya sarana prasarana yang memadai, dukungan dana yang cukup dan 
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berkelanjutan, serta tersedianya pasar yang kompetitif terhadap produk unit-unit 

usaha KPH (Yunica, 2017). 

 Sosialisasi lebih intensif tentang konsep KPH dan peraturan perundangan 

yang terkait sangat dibutuhkan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman 

parapihak terkait. Pemerintah daerah, terutama kabupaten, perlu diberikan ruang 

dan peran yang lebih luas mulai dari proses pembentukan KPH sampai pada 

penyusunan rencana pengelolaannya. Belum adanya keterlibatan parapihak primer 

(kunci) dalam pembuatan rancangan pembangunan konsep KPH secara aktif di 

tingkat masyarakat, investor (pengusaha), dan lembaga adat yang ada di daerah 

setempat sehingga akan menyebabkan terhambatnya implementasi KPH di 

lapang. Faktor-faktor penghambat pembangunan KPH pada umumnya terkait 

dengan aspek kebijakan yang belum konsisten dan sinergis, aspek sosial, 

ekonomi, budaya yang beragam, aspek kelembagaan dan pendanaan operasional 

KPH (Maryudi, 2016). 

 Peran KPH sebagai penyelenggara pengelolaan hutan di lapangan atau di 

tingkat tapak yang harus menjamin bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara 

lestari sesuai dengan fungsinya. Keberadaan KPH menjadi kebutuhan Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah sebagai “pemilik” sumberdaya hutan sesuai mandat 

Undang-undang, dimana hutan dikuasai negara dan harus dikelola secara lestari. 

Dalam prakteknya, penyelenggaraan pengelolaan hutan pada tingkat tapak oleh 

KPH bukan memberi ijin pemanfaatan hutan melainkan melakukan pengelolaan 

hutan seharihari, termasuk mengawasi kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan 

oleh pemegang ijin. Dengan demikian, KPH menjadi pusat informasi mengenai 

kekayaan sumberdaya hutan dan menata kawasan hutan menjadi bagian-bagian 

yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai ijin dan/atau dikelola sendiri 

pemanfaatannya, melalui kegiatan yang direncanakan dan dijalankan sendiri. 

Apabila peran KPH dapat dilakukan dengan baik, maka KPH menjadi garis depan 

untuk mewujudkan harmonisasi pemanfaatan hutan oleh berbagai pihak dalam 

kerangka pengelolaan hutan lestari (Mutolib, 2022). 
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2.5. Modal Sosial 

 

2.5.1. Definisi Modal Sosial 

 Fauziah (2017) mendefinisikan modal sosial ketika masyarakat mampu 

bekerja sama yang menjadi salah satu upaya dalam memperoleh kepentingan 

bersama. Manusia merupakan makhluk sosial dimana dalam hidupnya 

membutuhkan orang lain. Pada tahun 1916 julukan modal sosial diperkenalkan 

pertama kali oleh Lyda Judson Hanifan, melalui sebuah tulisan mengenai 

kesuksesan yang diperoleh oleh kepala sekolah dalam meningkatkan 

kekompakkan di komunitas masyarakat (Fauziah, 2017). Modal sosial menjadi 

dasar pembangunan ekonomi, sosial dan politik dimana hal tersebut berperan 

dalam memajukan kehidupan masyarakat (Fukuyama, 2002; Fauziah, 2017).  

 Amin (2016), juga merumuskan modal sosial sedikit lain dari yang 

dikemukakan para ahli sebelumnya. Modal sosial menunjuk pada semua kekuatan 

sosial komunitas yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok yang 

mengacu pada struktur sosial yang menurut penilaian petani dapat mencapai 

tujuan individual atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital-kapital 

lainnya. Menurut Firmando (2021), modal sosial merupakan produk relasi 

manusia satu sama lain, khususnya relasi yang intim dan konsisten. Modal sosial 

merujuk pada jaringan, norma dan kepercayaan yang berpotensi pada 

produktivitas masyarakat. Modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah dengan 

sendirinya. 

 Modal sosial merupakan konsep yang timbul berdasarkan pandangan 

mengenai ketidakmampuan masyarakat menghadapi masalah secara individu. 

Santoso, (2020) mengidentifikasi modal sosial dengan sifat sosial seperti jaringan, 

kepercayaan, dan norma yang dapat membenahi efisiensi masyarakat dengan 

memberikan fasilitas tindakan yang telah dikoordinasikan. Modal sosial dititik 

beratkan pada pola hubungan tiap individu dan kemampuan kelompok dalam 

suatu kelompok dan antar kelompok dengan ruang persamaan dalam norma, 

kepercayaan, dan jaringan sosial kepada anggota siapapun yang lahir dari 

kelompok (Latuihamallo, 2020).  

 Pengaruh yang dimiliki modal sosial dalam mengembangkan dan 

memajukan berbagai sektor ekonomi sangat besar, karena terlepas dari 
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dilakukannya pembangunan ekonomi, faktor reciprocity, trust, dan norma adalah 

pilar dalam menentukan keberlanjutan serta perkembangan berbagai kegiatan 

ekonomi di sektor pertanian (Fukuyama, 1995; Yunus, 2021). Terdapat empat 

aspek modal sosial, yaitu network, norms, trust, dan reciprocity. Keempat aspek 

tersebut berdampak signifikan terhadap perilaku kerja sama guna memperoleh 

hasil yang diharapkan yang dapat mendukung keperluan individu yang melakukan 

kerja sama ataupun kelompok secara bersama-sama seperti yang ada pada 

masyarakat di areal hutan (Latuihamallo, 2020).  

 Modal sosial dapat diukur melalui tiga hal, yaitu: 1) keterhubungan lintas 

jenis, yaitu sejauh mana perbedaan setiap jenis orang (misalnya, orang yang 

berpenghasilan tinggi dengan orang yang berpenghasilan rendah) berteman satu 

sama lain; 2) keterpaduan jaringan, yaitu pengelompokkan jaringan pertemanan 

ke dalam kelompok-kelompok dan apakah hubungan pertemanan tersebut 

cenderung didukung oleh teman yang lain; dan 3) keterlibatan sipil, yang diukur 

dengan menggunakan indeks kepercayaan atau partisipasi dalam suatu organisasi 

(Chetty et al., 2021).  

 Terdapat dua kesenjangan pengetahuan yang penting mengenai definisi 

modal sosial. Pertama, terbatasnya fokus pada wawasan praktis yang muncul 

melalui studi mengenai modal sosial dan pembangunan ketahanan masyarakat 

untuk pengetahuan yang berorientasi pada tindakan tentang cara menavigasi dan 

bekerja dengan lebih baik dengan berbagai faktor (termasuk modal sosial) untuk 

secara aktif meningkatkan ketahanan di seluruh lingkungan masyarakat, dengan 

banyak ulasan biasanya berfokus pada pondasi konseptual tingkat yang lebih 

tinggi. Kedua, ulasan cenderung meremehkan masalah mengenai cara ketahanan 

dan modal sosial yang dibingkai bersama memiliki implikasi yang signifikan. Hal 

tersebut telah membatasi kemungkinan untuk pemahaman yang lebih bernuansa 

baik wawasan konseptual dan praktis yang lebih luas dan identifikasi kesenjangan 

pengetahuan kritis yang perlu ditangani dalam penelitian masa depan (Aldrich, et 

al (2015) dan Rockenbauch, et al (2017) serta Carmen, et al (2022).  

 Menurut Fukuyama (1995) dalam Rosaliza (2017), modal sosial 

mengandung beberapa aspek nilai (values), setidaknya terdapat empat nilai yang 

sangat erat kaitannya yakni: 1) universalism yaitu nilai tentang pemahaman 
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terhadap orang lain, apresiasi, toleransi serta proteksi terhadap manusia dan 

makhluk ciptaan Tuhan; 2) benevolence yaitu nilai tentang pemeliharaan dan 

peningkatan kesejahteraan orang lain: 3) tradition yaitu nilai yang mengandung 

penghargaan, komitmen dan penerimaan terhadap tradisi dan gagasan budaya 

tradisional; dan 4) conformity yaitu nilai yang terkait dengan pengekangan diri 

terhadap dorongan dan tindakan yang merugikan orang lain, serta security nilai 

yang mengandung keselamatan, keharmonisan, kestabilan dalam berhubungan 

dengan orang lain dan memperlakukan diri sendiri. 

 

 

2.5.2. Unsur Modal Sosial 

 Modal sosial adalah produktif, membuat kemungkinan pencapaian tujuan 

akhir tertentu yang sulit dicapai. Modal sosial didefinisikan oleh fungsinya 

dengan dua elemen yang terdiri dari beberapa aspek struktur sosial dan fasilitasi 

tindakan tertentu dari pelaku yang terlibat di dalamnya. Modal sosial melekat 

pada struktur hubungan antara pelaku dan antarpelaku (Coleman, 1988; Trisnanto, 

2017). Keterlibatan norma-norma dan jaringan dalam masyarakat berpengaruh 

kuat dalam mempengaruhi kinerja kelembagaan. Secara kelembagaan, 

pengelolaan pemerintahan regional lebih efektif di wilayah dengan tingkat 

kepemilikan modal sosial yang tinggi (Trisnanto, 2017). 

 

A. Kepercayaan 

 Bagi sebagian analisis, kepercayaan atau trust disebut sebagai bagian tak 

terpisahkan dari modal sosial dalam pembangunan yang menjadi “roh” dari modal 

sosial. Trust atau rasa percaya merupakan suatu bentuk keinginan untuk 

mengambil resiko dalam hubungan sosialnya dengan orang lain yang didasari oleh 

perasaan yakin bahwa orang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan 

dan senantiasa akan bertindak dalam suatu pola tindakan yang tidak merugikan 

(Sagita, 2018). Menurut Fedderke, et al (1999) dalam Lendesang (2014) modal 

sosial mencakup kepercayaan sosial yang memfasilitasi adanya koordinasi dan 

komunikasi. Koordinasi dan komunikasi yang terjalin ini akan mempengaruhi 

terhadap tindakan kolektif yang dilakukan dalam rangka mencapai keuntungan 

kolektif juga. Coleman (1998) dalam Puspita (2019), menyebutkan bahwa 
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kelangsungan setiap transaksi dan hubungan sosial dalam masyarakat 

dimungkinkan dan ditentukan oleh terpeliharanya “trust” atau kepercayaan dari 

pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan sosial tersebut. Sudarmono (2021), 

menyebutkan bahwa modal sosial dalam membangun ikatan sosialnya dilandasi 

oleh “trust” (kepercayaan). Sehingga modal sosial akan bermakna lebih menjadi 

aset sosial yang dikuasai dan dioperasionalkan oleh sistem sosialnya. Pada 

akhirnya ikatan-ikatan sosial yang terbentuk dari dibangunnya kepercayaan akan 

membentuk jaringan ikatan sosial yang merupakan infrastruktur komunitas yang 

dibentuk secara sengaja. 

 

B. Jaringan Sosial 

 Coleman (1988) dalam Puspita (2019), menjelaskan bahwa jaringan sosial 

merupakan sebuah hubungan sosial yang terpola atau disebut juga 

pengorganisasian sosial. Jaringan sosial juga menggambarkan jaring-jaring 

hubungan antara sekumpulan orang yang saling terkait baik langsung maupun 

tidak langsung. Pembahasan jaringan sosial, tentu saja tidak bisa terlepas dari 

komunikasi yang terjalin antar individu (interpersonal communication) sebagai 

unit analisis dan perubahan prilaku yang disebabkannya. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa jaringan sosial terbangun dari komunikasi antar individu 

(interpersonal communication) yang memfokuskan pada pertukaran informasi 

sebagai sebuah proses untuk mencapai tindakan bersama, kesepakatan bersama 

dan pengertian bersama (Rogers dan Kincaid, 1981; Puspita, 2019). Jaringan 

sosial dilihat dengan menggunakan beberapa ukuran yaitu:  

a. Ikatan informal yang dikarakteristikan dengan adanya kepercayaan dan 

hubungan timbal balik yang lebih familiar dan bersifat personal seperti pada 

ikatan pada keluarga, pertemanan, pertetanggaan. 

b. Ikatan yang sifatnya lebih umum. 

c. Ikatan kelembagaan yang dikarakteristikkan dengan adanya kepercayaan 

dalam kelembagaan yang ada. Pada ikatan dalam sistem kelembagaan dan 

hubungan kekuasaan (Stone dan Hughes, 2002; Novytha, 2019). 
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C. Norma 

 Norma masyarakat merupakan elemen penting untuk menjaga agar 

hubungan sosial dalam suatu sistem sosial (masyarakat) dapat terlaksana sesuai 

dengan yang diharapkan. Fukuyama (2002) dalam Puspita (2019), berpendapat 

bahwa modal sosial dibentuk dari norma-norma informal berupa aturan-aturan 

yang sengaja dibuat untuk mendukung terjadinya kerjasama di antara dua atau 

lebih individu. Norma-norma yang membentuk modal sosial dapat bervariasi dari 

hubungan timbal balik antara dua teman sampai pada hubungan kompleks dan 

kemudian terelaborasi menjadi doktrin. Organisasi sosial dalam menjalin 

kerjasama dalam sebuah interaksi sosial juga terkait dengan nilai-nilai tradisional 

adalah bentuk lain dari aturan-aturan tertulis. Nilai-nilai yang dimaksud misalnya 

kejujuran, sikap menjaga komitmen, pemenuhan kewajiban, ikatan timbal balik 

dan yang lainnya. Nilai-nilai sosial seperti ini sebenarnya merupakan aturan tidak 

tertulis dalam sebuah sistem sosial yang mengatur masyarakat untuk berprilaku 

dalam interaksinya dengan orang lain. 

 

a. Manfaat bagi Masyarakat 

 Bahwa seperti pernyataan Putnam (1993) dalam Maifizar (2018), yaitu 

pertumbuhan ekonomi sangat berkorelasi dengan kehadiran modal sosial, yang 

pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat akan baik apabila memiliki ciri-ciri yaitu 

hadirnya hubungan yang erat antar anggota masyarakat, adanya para pemimpin 

yang jujur dan egaliter yang memperlakukan dirinya sebagai bagian dari 

masyarakat bukan sebagai penguasa, dan adanya rasa saling percaya dan kerja 

sama di antara unsur masyarakat. 

 

b. Manfaat bagi organisasi  

 Bahwa modal sosial memungkinkan manusia bekerja sama dalam 

menghasilkan sesuatu yang besar. Pengetahuan manusia akan terakumulasi lebih 

cepat melalui interaksi antar manusia dalam berbagai wawasan. Pengetahuan yang 

terakumulasi sebagai hasil interaksi sosial akan menjadi kekuatan organisasi 

karena bias melahirkan berbagai inovasi. Kualitas sinergi organisasi dipengaruhi 

oleh semangat kerja sama, rasa saling percaya yang berkorelasi dengan intensitas 

kerja sama itu sendiri. 
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c. Manfaat bagi individu manusia 

 Dari berbagai hasil penelitian para ahli dapat disimpulkan bahwa individu 

yang memiliki modal sosial yang tinggi akan lebih maju dalam karirnya 

dibandingkan dengan individu yang modal sosialnya lebih rendah. Kesuksesan 

seseorang dalam pekerjaan juga dipengaruhi oleh kualitas modal sosial yang 

dimilikinya. 



 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1.   Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada September tahun 2023.  Kegiatan 

penelitian dilakukan di Gapoktan Sinar Harapan dan Gapoktan Trisno Wana Jaya, 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batutegi, Kecamatan Air Naningan, 

Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.  Penentuan lokasi penelitian 

dilakukan secara purposive sampling (sengaja).   

 

Gambar 3.Peta lokasi KPHL Batutegi 
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3.2.   Alat dan Bahan Penelitian  

 Adapun alat dan bahan yang dipergunakan pada penelitian ini, yaitu ATK, 

panduan wawancara, kamera, perekam suara, kuesioner responden, dan data 

pendukung dari beberapa sumber literatur.  

 

 

3.3.   Teknik Penentuan Sampel Penelitian 

 Populasi pada penelitian ini yaitu Gapoktan Sinar Harapan dan Gapoktan 

Trisno Wana Jaya, KPH Batutegi. Pemilihan responden ditentukan secara 

purposive sampling berdasarkan kriteria usia, pendidikan, pendapatan dan mata 

pencaharian. Akdon dan Ridwan (2008), menyatakan bahwa jumlah sampel 

minimal yang efektif untuk penelitian adalah 30, 50, 75, 100, atau kelipatannya. 

Ini bertujuan untuk memastikan bahwa sampel tersebut dapat mewakili 

keragaman responden di lapangan dengan lebih baik. Penggunaan jumlah sampel 

ini didasarkan pada prinsip bahwa semakin besar jumlah sampel, semakin 

representatif data yang diperoleh, sehingga hasil penelitian dapat lebih dapat 

diandalkan dan generalisasi hasil penelitian ke populasi lebih akurat. Berdasarkan 

pendekatan statistik tersebut jumlah responden yang dipilih adalah 54 responden, 

merupakan jumlah data minimal yang dapat diolah secara ilmiah dengan 

menggunakan statistik. 

 

 

3.4.   Jenis dan Teknik Pengambilan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini terkait dengan data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara dan pengamatan.  

Kemudian, untuk data sekunder diperoleh menggunakan teknik wawancara 

tertutup. Data mengenai unsur-unsur modal sosial masyarakat, yaitu: hubungan 

timbal balik (resiprositas), kepercayaan (trust), dan jaringan (network) merupakan 

data primer yang akan dikumpulkan. Selanjutnya, data yang didapat melalui 

berbagai lembaga, serta segala referensi di laporan hasil penelitian, karya ilmiah, 

dan berbagai literatur lainnya. Data sekunder didapat melalui studi pustaka terkait 

keadaan umum lokasi dan juga kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.  

 Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai tokoh masyarakat, 

ketua kelompok tani, sekretaris serta bendahara, dan anggota kelompok yang 
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aktif, diskusi kelompok dan observasi lapangan. Diskusi kelompok dilakukan 

dengan anggota kelompok tani yang ada di sekitar hutan lindung. Data mengenai 

manfaat ekonomis serta ekologis yang telah diperoleh kemudian akan 

dikuantifikasikan menggunakan skala Likert. Skala tersebut digunakan untuk 

menilai tanggapan responden terhadap pertanyaan pada kuesioner penelitian 

(Ekawati, 2014). 

 

Tabel 1. Kategori dan skor yang digunakan untuk menilai manfaat dan kelestarian 

hutan lindung serta modal sosial masyarakat sekitar hutan 

No. Kategori Skor 

1. Sangat buruk 1 

2. Buruk  2 

3. Baik  3 

4. Sangat baik 4 

  

 Tingkat modal sosial yang dimiliki masyarakat akan dikategorikan sesuai 

dengan kebutuhan penelitian ke dalam tiga tingkatan modal sosial, yaitu modal 

sosial tinggi, sedang, rendah (Ekawati, 2014).  

 

 

3.5.   Analisis Data 

 Penelitian ini adalah gabungan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif.  

Analisis data kualitatif merupakan analisis berupa susunan kalimat dalam bentuk 

teks dan diperluas. Data dalam analisis kualitatif ini didapat melalui proses 

wawancara dan kemudian dikumpulkan dalam bentuk catatan lapangan dan 

direkapitulasi atau dikelompokkan sesuai dengan apa yang diperlukan dalam 

penelitian. Setelah itu, analisis kuantitatif akan disajikan dalam bentuk diagram 

(batang atau pie) (Fauziah, 2017). 

 Alat ukur atau instrumen penelitian yang dapat diterima sesuai standar 

merupakan alat ukur yang telah melalui uji validitas dan reliabilitas data. 

Beberapa fakror yang mempengaruhi validitas dan reliabilitas suatu data 

tergantung pada baik tidaknya instrumen pengumpulan data atau pengukur objek 

dari suatu variabel penelitian. Baik tidaknya suatu instrumen penelitian ditentukan 

oleh validitas dan reliabilitasnya (Dewi, 2020; Puspasari, 2022). 
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A. Uji Validitas 

 Uji Validitas ialah uji yang digunakan untuk mengukur tingkat keefktifan 

suatu alat ukur atau media ukur untuk memperoleh data. Biasanya digunakan 

untuk mengukur seberapa efektif suatu kuesioner untuk memperoleh data, lebih 

tepat untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di kuesioner. Dalam statistik, 

selain menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak, kita juga harus menguji 

apakah data dapat diandalkan dan tetap konsisten apabila pengukurannya 

dilakukan berulang kali. Berkaitan dengan menguji data yang dapat diandalkan 

dan konsisten, dapat dilakukan uji reliabilitas data. Uji validitas merupakan uji 

yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid (sahih) atau 

tidak valid.  Alat ukur yang dimaksud disini merupakan pertanyaan-pertanyaan 

yang ada dalam kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

tersebut pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh 

kuesioner (Janna, 2021). 

 Uji validitas bertujuan untuk melihat ketepatan pengukuran. Validitas 

instrumen dapat dibuktikan dengan beberapa bukti. Bukti-bukti tersebut antara 

lain secara konten, atau disebut validitas konten atau validitas isi, secara konstruk 

atau dikenal dengan validitas konstruk dan secara kriteria atau dikenal dengan 

validitas kriteria (Yusup, 2018 dalam Puspasari, 2022). Kuesioner pada penelitian 

ini diuji dengan validitas isi (content validity). Validitas isi merupakan ukuran 

yang digunakan untuk menguji ketepatan item pertanyaan dengan isi atau materi 

yang seharusnya terukur. Kemudian, hasil uji instrumen dan kriterianya 

dihubungkan dengan uji korelasi yang menggunakan rumus: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛(∑𝑥𝑖𝑦𝑖) − (∑𝑥𝑖)(∑𝑦𝑖)

√(𝑛(∑𝑥𝑖
2) − (𝑥𝑖)2)(𝑛(∑𝑦𝑖

2) − (𝑦𝑖)2)

 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 = koefisien korelasi 

n = jumlah responden 

𝑥𝑖 = skor setiap item pada instrumen 

𝑦𝑖 = skor setiap item pada kriteria 
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B. Uji Realibilitas 

 Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas antara 

lain: test-retest, ekuivalen, dan internal consistency. Uji reliabilitas bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana instrumen tersebut dapat dipercaya. Instrumen 

yang telah terstandar dan reliabel tetap harus dilakukan uji coba kembali setiap 

akan digunakan. Hal tersebut disebabkan karena setiap subjek, lokasi, dan waktu 

yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda pula (Yusup, 2018; 

Puspasari, 2022). Pada penelitian ini, uji reliabilitas yang digunakan yaitu 

Cronbach Alpha (𝛼) yang merupakan koefisien yang menunjukan baik atau 

tidaknya alat ukur yang digunakan. Nilai dari koefisien ini berkisar mulai dari 

angka 0 hingga 1. Variabel harus memiliki nilai Cronbach Alpha >0,7 untuk 

dikatakan sebagai variabel yang reliabel dan terbebas dari kesalahan (Hair, 2010; 

Winahyu, 2021). Realibilitas dirumuskan sebagai berikut. 

𝑟11 = (
𝑘

𝑛 − 1
) (1 −

Σ𝑠𝑏2

𝑠𝑡2
) 

Keterangan: 

𝑟11 = Realibilitas instrument (Cronbach Alpha) 

K = Jumlah butir pertanyaan 

Σ𝑠𝑏2 = Total varians butir 

𝑠𝑡2 = Total varians (Asrul et al., 2015) 

 

 

C. Uji Korelasi 

 Teknik statistik yang kerap kali digunakan untuk mencari hubungan antara 

variabel untuk data numerik adalah teknik korelasi dengan Pearson atau dikenal 

dengan Correlation Product Moment (Yanti dan Akhri, 2021). Uji korelasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji korelasi rank spearman. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel yang 

berskala ordinal, dan tidak menentukan asumsi data berdistribusi normal (Nugraha 

et al., 2018). Uji korelasi rank spearman adalah uji yang tidak menentukan 

variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Uji ini tidak membedakan 

antara variabel independen dan dependen, tetapi menghubungkan keduanya. Nilai 

signifikansi menunjukkan apakah ada korelasi atau tidak, dan koefisien korelasi 
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atau r, memberitahu seberapa kuat korelasinya. Jika nilai signifikansi kurang dari 

0,05, maka kedua variabel dikatakan berkorelasi. Uji ini juga digunakan untuk 

menentukan arah korelasi. Besarnya koefisien korelasi adalah antara +1 dan -1. 

Jika koefisien korelasi bernilai positif, maka hubungan kedua variabel dikatakan 

searah. 

 

Tabel 2. Koefisien korelasi rank spearman 

r Tingkat Hubungan  

0,00 – 0,25 Sangat lemah 

0,26 – 0,50 Cukup  

0,52 – 0,75 Kuat  

0,76 – 0,99 Sangat kuat 

1,00 Sempurna  

 

Variabel X dan variabel Y yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Variabel dan indikator modal sosial yang digunakan 

Variabel Unsur Modal Sosial Indikator 

Modal sosial  

(𝑋) 
Kepercayaan (𝑋1.1) 1.1 Kepercayaan terhadap 

masyarakat 

1.2 Kepercayaan terhadap 

tokoh masyarakat 

1.3 Kepercayaan terhadap 

pihak luar 

1.4 Kepercayaan terhadap 

pemerintah 

 Norma (𝑋1.2) 2.1 Ketaatan pada aturan 

pemerintah 

2.2 Ketaatan pada norma 

kesopanan 

2.3 Kesopanan pada norma 

adat 

 Jaringan Sosial 

(𝑋1.3) 
3.1 Partisipasi dalam 

pemanfaatan 

3.2 Partisipasi dalam 

perlindungan 
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Tabel 4. Variabel dan indikator manfaat hutan lindung yang digunakan 

Variabel  Unsur Manfaat Indikator  

Manfaat 

(𝑌) 
Ekonomi (𝑌1.1) 1.1 Pemanfaatan hasil 

hutan kayu 

1.2 Pemanfaatan hasil 

hutan non kayu 

 Ekologi (𝑌1.2) 2.1 Pemanfaatan air 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1.   Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil Kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Modal sosial berhubungan erat dengan kegiatan pelestarian hutan. Hal 

tersebut dapat dilihat dari kegiatan pengelolaan hutan yang berjalan positif. 

Gapoktan di KPH Batutegi memiliki potensi besar untuk menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi kolaborasi dalam pelestarian hutan dan 

pengembangan pertanian berkelanjutan. Modal sosial yang kuat dalam 

masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung upaya pelestarian 

hutan. Dengan demikian, memperkuat modal sosial dalam masyarakat 

bukan hanya berdampak positif pada interaksi sosial dan kesejahteraan 

umum, tetapi juga menjadi fondasi yang kuat bagi upaya pelestarian hutan. 

2. Pemanfaatan hutan baik secara ekonomis ataupun ekologis menyebabkan 

eksploitasi sumberdaya hutan, sehingga mengancam keberlanjutan 

sumberdaya hutan di masa mendatang. Peningkatan manfaat ekonomis dan 

ekologis masyarakat dari hutan memang sering kali berhubungan dengan 

penurunan kelestarian hutan, terutama jika pemanfaatannya dilakukan tanpa 

mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan.  

 

 

5.2.   Saran 

Berikut adalah rekomendasi dari penelitian ini: 

1. Modal sosial dalam bentuk adat, norma, kearifan lokal, kepercayaan, 

kepemimpinan perlu dipelihara untuk mendukung kelestarian hutan lindung. 

Dengan memelihara dan memperkuat modal sosial dalam bentuk adat, 
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norma, kearifan lokal, kepercayaan, dan kepemimpinan, masyarakat dapat 

berperan lebih aktif dan efektif dalam menjaga kelestarian hutan lindung. 

2. Manfaat ekologis hutan perlu mendapatkan perhatian lebih dan dihargai, 

terutama dalam bentuk insentif imbal jasa lingkungan (payment for 

environmental services atau PES). Pendekatan ini dapat memberikan 

motivasi finansial bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam pelestarian 

hutan. Dengan menghargai manfaat ekologis hutan melalui skema PES, 

masyarakat lokal akan mendapatkan insentif nyata untuk menjaga dan 

melestarikan hutan. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam pelestarian 

hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang 

bergantung pada hutan. 
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